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A PENDAHULUAN

Problem ketatanegaraan' dan hukum
dinegeri ini merupakan salah satu inspirasi bagi
lehimya Mahkamah Konstitusi. Sengketa-
sengketa konstitusional dan kenegaraan yang
muncul silih berganti pada masa lalu cenderung
‘llar’ karena saat itu kita memang tidak memiliki
nsfitusi hukum yang mempunyai oforitas dan

kapasitas sebagai “penerjemah konstitusi".
Ketiadaan Mahkamah Konstitusi di
masa lalu juga mengakibatkan tidak adanya
a yang secara khusus memberi solusi
hukum yang obyektif dan rasional terhadap tiap
$ngketa konstitusi-kenegaraan yang muncul.
ek hanya itu, pengawasan konstitusional
féng belum efektif untuk pelaksanaan check and
antar lembaga negara serta tidak
Y2 mekanisme yudicial review terhadap
Preuran Perundangan setingkat UU, dapat
hlrn;md' ' Juga merupakan akibat logis dari

milikinya institusi tersebut,

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitu
yang saat ini ada, bukan saja merupakan sebuz
lembaga baru,” namun j K

Si

dikelola tanpa sup
konstitusionalisme. S

®

terkait dengan  otoritas

kemampuan mengeksp
politik hukum.

B.PEMBAHASAN
B.1. Kewenangan Masih
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jadi perhatian

rdikan, harus menjgdl pe
b kekgra?ghi:hkamah Konstitusi pada waktu
:gxgsu:kaar‘wg datang dalam menentukan arah

politik hukum.

. PENUTUP -
; Sebagai lembaga yang diisi oleh para

hakim berpengalaman serta sejumiah ilmuwan,
Mahkamah Konstitusi memiliki potensi yang
lebih dari cukup untuk mengemban tugas berat
tersebut. Memang secara yuridis-legalistik,
Mahkamah Konstitusi tidak diberi tugas dan
kewenangan khusus untuk menetapkan politik
hukum. Namun sebenarnya peluang untuk ity
tetap ada asalkan dalam setiap judicial review
para hakim melakukan dua hal : pertama,
melakukan evaluasi dengan tajam dan jelas
tentang masalah-masalah yang samasekali
tidak baik dan tidak beres dari UU yang direview
dari sisi (cita hukum) konstitusi, serta yang
kedua, menetapkan visi politik hukum sesuai cita
hukum dan sosio-kultural yang menunjang
pembangunan bangsadan negara.

Visi tentang hal itu tidak boleh hilang,
kabur, melemah, dan terdorong ke belakang
hanya karena persoalan yuridis-legalistik. Visi itu
harus tampil dengan lebih jelas dan tegas
sehingga pelaku hukum dan semua pihak
mempunyai sense of urgency untuk bersikap
dan bertindak secara baru. Kewenangan
yudicial review terhadap UU yang dimiliki oleh
Mahkamah Konstitusi, sangatlah strategis
sebagai media penetapan politik hukum karena
merupakan produk hukum yang berada pada
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posisi tengah. Ke atas, ia diuji kesesuaiannya
dengan ketentuan dan cita hukum yang ada
dalam konstitusi. Sedangkan ke bawah, menjadi
batu uji bagi peraturan perundangan di
bawahnya. Dengan demikian, keputusan judiciaf
review Mahkamah Konstitusi memiliki potensi
sebagai guiding principle, norma kritik (kaidah
evaluasi), dan faktor motivasi bagi
penyelenggaraan hukum (pembentukan,
penemuan, penerapan hukum, dan perilaky
hukum).
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